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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1158/Pdt.G/2024/PA.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Sumenep yang memeriksa  dan mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  telah  menjatuhkan

penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3529051002980004, tanggal lahir 18 Oktober 1998 /umur 25

tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat

kediaman di KABUPATEN SUMENEP, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON,    tanggal  lahir  13  Juni  1999  /umur  25  tahun,  agama  Islam,

pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman

di  Dusun Ro'Soro'  RT 009 RW 003 Desa Kebundadap Timur

Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  serta  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tanggal  29  Agustus

2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Sumenep  dengan  Nomor  1158/Pdt.G/2024/PA.Smp,

tanggal  29  Agustus  2024,  dengan  dalil-dalil  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri  yang  sah

menikah  pada  tanggal  17  Mei  2018  dan  telah  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Saronggi  Kabupaten
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Sumenep sebagaimana bukti  Kutipan Akta Nikah Nomor : 082/09/V/2018

tanggal 17 Mei 2018; 

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup

rukun dan harmonis  sebagaimana layaknya suami isteri dirumah Termohon

kurang lebih selama 3 tahun 6 bulan dan selama tersebut telah melakukan

hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai

1 (satu) orang anak yaitu  Rafka Khaizan Assyauqi  lahir  di  Sumenep 13

Maret 2019, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon; 

3. Bahwa semula  rumah tangga  Pemohon dan  Termohon  pernah

hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2 tahun 6 bulan yang

lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami

keretakan karena perselisihan; 

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

a. Bahwa  Termohon  tidak  mau  melayani  Pemohon  sebagaimana

seorang isteri; 

b. Bahwa Pemohon selalu disalahkan oleh Termohon setiap apapun

yang dikerjakan Pemohon; 

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih

sejak ¬1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat

tinggal,  Pemohon  pulang  kerumah  orang  tua  Pemohon  di  Desa  Sera

Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep; 

6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Pemohon

merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama

dengan Termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian; 

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini; 

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  maka  Pemohon  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; 
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2. Mengizinkan  Pemohon (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan  Talak  Satu  Raj'i

terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama

Sumenep; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; 

Atau

Apabila  Majelis  Hakim  mempunyai  pandangan  hukum  lain,  mohon  putusan

yang seadil-adilnya.

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Pemohon dan

Termohon di persidangan namun tidak berhasil; 

Bahwa  Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Pemohon dan  Termohon

untuk  menempuh  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  bernama

Zainatul Muthiah. S.H.I tanggal 12 September 2024, ternyata mediasi berhasil

lalu  Pemohon  menyatakan  memohon  kepada  majelis  hakim  mencabut

perkaranya;

Selanjutnya  untuk  singkatnya  uraian  penetapan  ini,  maka  semua  hal

yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  ini  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  dilakukan

upaya  perdamaian,  baik  dalam  persidangan  maupun  melalui  mediasi,  dan

berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan

Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  perkara perceraian, maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7 tahun 1989 Tentang
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Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  di  muka  sidang  menyatakan  memohon

mencabut  perkaranya dengan alasan Pemohon telah kembali  rukun dengan

Termohon;

Menimbang,  bahwa  pencabutan  perkara  oleh  Pemohon  tersebut

dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara,  maka sesuai  dengan Pasal

271-272  Rv  permohonan  Pemohon untuk  mencabut  perkara  tersebut  dapat

dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah

didaftar  dalam  register  perkara,  maka  Majelis  Hakim  memandang  perlu

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam

register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang,  bahwa  meskipun  permohonan  Pemohon  dicabut,  oleh

karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

bidang perkawinan,  maka sesuai  Pasal  89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

1158/Pdt.G/2024/PA.Smp dari Pemohon;  

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;  

3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 545.000,00 ( lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);  

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan  pada  hari  Kamis tanggal  12  September  2024 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Hirmawan
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Susilo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,  Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. dan

Nurjumaatun  Agustinah,  S.Ag. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang

sama dan dibantu oleh Sholahuddin., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Ketua Majelis

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.
Panitera Pengganti

Sholahuddin., S.H.I.
Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Proses : Rp.  100.000,00

3. Panggilan : Rp. 375.000 ,00

4. PNBP : Rp.  20.000,00

5. Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Meterai : Rp.            10.000  ,00  

Jumlah Rp. 545.000,00 

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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